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Ekspor CPO akan Diwajibkan Lewat
Bursa Berjangka

JAKARTA - Pemerintah
berencana mewajibkan ek-
spor crude palm oil (CPO)
atau minyak sawit melalui
bursa berjangka. Kebijakan
tersebut dinilai menjadi up-
aya untuk memperbaiki tata
kelola indsutri sawit.

Kepala Badan Penga-
was Perdagangan Berjang-
ka Komoditi (Bappebti)
Kementerian Perdagangan
(Kemendag), Didid Noor-
diatmoko, mengatakan, In-
donesia sudah punya eko-
sistem bursa berjangka un-
tuk memfasilitasi CPO
pada Bursa Efek Jakarta
(BEJ) dan Bursa Komodi-
tas dan Derivatif Indonesia
(BKDI).

Didid juga tidak menu-
tup kemungkinan anak usa-
ha holding BUMN perke-
bunan, PT Kharisma Pe-
masaran Bersama Nusan-
tara (KPBN), bisa menjadi
bursa berjangka untuk pasar
ekspor CPO.

“Kami lebih pede (per-
caya diri) karena izin ek-
spor CPO tetap dari Ke-
mendag. Dengan itu, kami
akan mengatur ekspor CPO
akan kita wajibkan mela-
lui bursa berjangka,” ujar
Didid, dalam diskusi ber-
tajuk “Strategi Indonesia
menjadi Barometer Harga
Sawit Dunia” di Jakarta,
Kamis (2/3).

Didid mengatakan, ke-
wajiban ekspor CPO mela-
lui bursa berjangka menja-
di prioritas Kemendag da-
lam memperbaiki tata kel-
ola CPO nasional. Meski
begitu, Didid belum bisa
membeberkan kapan pasti-
nya kebijakan ini diterap-
kan, mengingat Kemendag
masih akan berkoordinasi
dengan pemangku kepent-
ingan lain.

“Kami ingin secepat-
nya, tapi belum kami tetap-
kan sampai saat ini karena
masih bicara dengan berb-
agai pihak, mungkin (kebi-
jakan) ini belum ideal, tapi
menjadi paling tepat untuk
saat ini,” kata Didid.

Menurut Didid, upa-
ya ini juga selaras dengan
upaya kedaulatan Indone-
sia sebagai barometer har-
ga sawit dunia. Kewajiban
ekspor CPO melalui bur-
sa berjangka akan mening-
katkan transparansi, kepas-
tian harga, dan akurasi data
yang lebih kredibel.

Didid mencontohkan,
laporan  volume ekspor
CPO Indonesia sejak 2019
berbeda dengan laporan im-
por yang diterima negara
tujuan, seperti Cina, India,
Pakistan, AS, dan Malay-
sia. Terdapat selisih yang
menjadi indikasi terjadi ke-
bocoran volume ekspor.

“Kalau begitu ke mana
larinya? Artinya, kuota ek-
spor yang lebih rendah
maka ada potensi negara
tidak menerima dari yang
seharusnya,” kata Didid.

Dia menambahkan, ke-
wajiban ini juga akan men-
dorong Indonesia dapat
menjadi acuan dalam harga
CPO dunia. Sebagai negara
produsen CPO terbesar, In-
donesia justru bergantung
pada harga acuan dari Be-
landa dan Malaysia.

Didid mengatakan, har-
ga patokan ekspor CPO In-
donesia mengacu pada har-
ga Belanda, Malaysia den-
gan bobot masing-masing
20 persen. “Indonesia neg-
ara terbesar penghasil CPO,
tapi kenapa kita masih am-
bil harga dari Belanda dan
Malaysia. Data lain menun-
jukkan seharusnya negara
bisa menerima pendapatan
yang lebih baik dari perda-

gangan CPO. Harapannya
kita bisa menjadi penen-
tu harga CPO dunia,” ucap
Didid.

Indonesia memang men-
jadi salah satu produsen CPO
terbesar di dunia. Namun,
harga acuan sawit dunia jus-
tru merujuk ke dua bursa uta-
ma di Rotterdam, Belanda.
Deputi  bidang Koordinasi
Pangan dan Agribisnis Ke-
menko Perekonomian Mus-
dalifah Mahmud, mengata-
kan, sudah semestinya Indo-
nesia menjadi rujukan pem-
bentukan harga acuan min-
yak sawit dan referensi harga
komoditas sawit dunia.

“Dulu, kita hargan-
ya ditentukan di glob-
al, karena kita tidak tahu
pasarnya di mana lagi se-
lain untuk minyak makan.
Sekarang kita punya biod-
iesel, makanya harga kita
yang tentukan,” pungkas
Musdalifah. (mr/vi)

ILUSTRASI - Pemerintah berencana mewajibkan ekspor crude palm oil (CPO) atau minyak sawit
melalui bursa berjangka. Kebijakan tersebut dinilai menjadi upaya untuk memperbaiki tata
kelola indsutri sawit. (ist)
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